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Abstrak
 

Perjanjian pemberian kuasa sering digunakan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang dapat

dilakukan oleh setiap masyarakat baik di Indonesia maupun di Belanda. Dalam perjanjian pemberian kuasa

di Indonesia diatur dalam Pasal 1823 dan 1814 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat

menarik kembali kuasanya apabila dikehendakinya, namun ternyata dalam prakteknya juga terdapat banyak

perjanjian bantuan hukum yang melarang pemberi kuasa untuk mencabut kuasa yang telah diberikannya

kepada penerima kuasa. Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali disebut sebagai kuasa mutlak, yang dalam

penggunaanya diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah

No.24 Tahun 1997 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai

perbandingan hukum antara Indonesia dengan Belanda yang mengatur terkait dengan Perjanjian Pemberian

Kuasa. Perbandingan dilakukan secara khusus terkait peraturan Pemberian Kuasa di Indonesia yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kodifikasi hukum perdata Belanda yakni Niew

Burgerlijk Wetboek.  Dalam penelitian ini akan menganalisis Putusan Perkara Nomor

704/Pdt.G2017/PN.Mdn, sebagai bentuk adanya penggunaan kuasa mutlak. Dengan adanya penarikan kuasa

secara sepihak sehingga penerima kuasa mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

......The power of attorney agreement is commonly found in dealing with a legal problem that carried out by

the community, both in Indonesia and the Netherlands. In Indonesia the Power of Attorney Agreement, is

regulated in Articles 1823 and 1814 of the Book of Civil Law which states that the Principal could revoke

power of attorney at any time, but turns out that in practice there is Power of Attorney that can not be

revoked called Irrevocable Power of Attorney. Regulated in the Instruction of the Internal Affairs Minister

No. 14/1982 and Government Regulation No. 24 of 1997 that regulate prohibition the use of Irrevocable

Power of Attorney. This undergraduate thesis also discusses on a legal comparison between Indonesian and

Dutch Law, specifically related to the regulation of granting of Power of Attorney which is regulated in the

Indonesian Book of Civil Law with the Niew Burgerlijk Wetboek. This thesis also analyze Medan District

Court Number 704/Pdt.G2017/PN.Mdn, as a form that the parties were using Irrevocable Power of Attorney.

With the one-sided revocation of power of attorney, the Grantee of the power of attorney filed a lawsuit to

the court by reason of breach of contract.
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